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A. Tinjauan Umum tentang Desa dan Kedudukannya  
 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum 
Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti 
keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan 
bahwa “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 
“Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”, seperti 
desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di 
Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan 
asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat 
istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan 
daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang 
mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul 
daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui 
dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

 
Menurut Undang-undang no. 5 tahun 1979 pasal I dikatakan 

yang dimaksud dengan “Desa adalah suatu wilayah yang ditempati 
oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di 
dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi 
pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak 
menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia”, sedangkan “Dusun adalah bagian 
wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksaan 
pemerintahan Desa”. Pasal 39 mnyatakan “ Pada saat mulai 
berlakunya Undang-undang, tidak berlaku lagi Undang-undang no 19 
tahun 1965 tentang Desapraja dan segala ketentuan yang 
bertentangan yang atau tidak sesuai dengan Undang-undang ini”. 



 
Desa 

 
Dengan demikian terhitung sejak diundangkan UU no. 5 tahun 

1979 tersebut, maka bentuk-bentuk Desa lama yang di zaman Hindia 
Belanda diatur berdasarka Inlandse Gemeente Ordonantie (IGO) di 
Jawa-Madura dan Inlandse Gemeentie Ordonantie Buitengewesten 
(IGOB) di luar Jawa-Madura. Oleh karena pada kenyataanya dalam 
penerapan UU no. 5 tahun 1979 tidak “lulus oballas” (lancer) 
dikarenakan disana sini masih nampak ada pengaruh dari bentuk-
bentuk desa lama (menurut hukum adat), oleh karena itu bentuk-
bentuk desa lama harus kita ketahui untuk menjadi bahan 
pertimbangan dan pemecahan jika terdapat kelemahan dalam 
penerapan UU no. 5 tahun 1979 tersebut.Desa adalah desa dan desa 
adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut  

 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia 

 
Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area 

pedesaan di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah 
administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. 
Sebuah Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman 
kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah 
terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar 
kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.2 
Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri:  

1. Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota 
dan sekaligus bukan kota.  



2. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat 
homogeny.  

3. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan 
posisinya yang berada di pedalaman.  

 
Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa 

pengaturan tentang Desa, yaitu:  
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok 

Pemerintahan Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok 

Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja 

Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya 
Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia;  

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah;  

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan 
Desa; 

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah:Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah; dan  

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.  
 

Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan 
amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat 
hukum adat sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B ayat (2) yang 
berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang” dan ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan 
bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah diatur dalam undang-undang.”  
 

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah 
Desa dan Desa Adat atau yang disebut atau dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Diaturnya 
desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 



tersendiri oleh Pemerintahan Daerah memperlihatkan kemauan politik 
pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. 
  

Bentuk-bentuk desa di seluruh Indonesia berbeda-beda, 
dikarenakan beberapa faktor, antara lain sebagai berikut; 
1. Wilayah yang ditempati penduduk; ada wilayah yang sempit 

ditempati ditempati penduduk yang padat, sebaliknya ada wilayah 
yang luas ditempati penduduk yang jarang. 

2. Susunan masyarakat hukum adat; masyarakat adat (desa) yang 
susunannya berdasarkan ikatan ketetanggaan (territoriaal) da 
nada yang susunannya iberdasarkan ikatan kekerabatan 
(geneologis) atau berdasarkan iakatan keagamaan. 

3. Sistem pemerintahan hukum adat dan nama-nama jabatan 
pemerintahan adat yang berbeda-beda dan penguasaan iharta 
kekayaan yang berbeda. 

 
  Di pulau Jawa seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur desa 

dengan dukuh-dukuhnya merupakan wilayah yang ditempati sejumlah 
penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang sangat padat. Begitu 
pula di daerah Pasundan desa dan lembur-lemburya atau di daerah 
Banten desa dengan ampian-ampiannya. Walaupun penduduknya 
agak jarang, namun antara bagian-bagian desa dengan pusat desa 
tidak berjauhan demikian pula halnya dengan di Bali, desa dan 
banjar-banjarnya, tetapi di Bali penduduk desanya dapat dibedakan 
antara marga adat Banjar (dalam pemerintahan tanah kering) dan 
warga adat Subak dalam pemerintahan tanah basah / pengairan). 

 

   
                         Desa di pulau Jawa  
 



   Lain halnya dengan daerah-daerah di luar Jawa, bentuk wilayah 
kediaman yang dapat disamakan dengan bentuk desa adalah seperti 
di Aceh disebut “mukim” sebagai kesatuan beberapa “gampong” di 
Batak disebut “Negari” atau “Kuria” dengan beberapa “huta”, di 
Minangkabau disebut “Nergari” dan beberapa “kampuang” atau 
“suku” di Sumatera Selatan, “Marga” dan beberapa “Suku”, di 
Lampung Marga dengan beberapa kampong “Peyuh / Tekon”. Di 
Kalimantan yang masih merupakan rumpun suku dan anak-anak 
sukunya; di Sulawesi Selatan, dalam bentuknya yang lama “Wanua” 
(Bugis), “Pa’rasangan” atau “Bori” (Makasar),  di Sulawesi Utara, 
“Wanua” (Minahasa); di Ambon (Maluku) “Aman” dengan “soa”’ di 
Irian Jaya yang masih merupakan perkampungan yang kecil-kecil 
“keban” (Sumbawa), di Timor yang masih merupakan perkampungan 
suku-suku yang masih kecil. 

 
                                      Desa di Aceh 
 
  Pada umumnya yang merupakan bentuk desa di luar Jawa, 

merupakan tempat kediamnan penduduk yang terdiri dari 
perkampungan yang kecil-kecil yang terdiri dari beberapa rumah 
denganhak ulayat atas tanah perladangan dan hutan yang luas. 
Kampong-kampung tersebut ada yang setengah berdiri, mengatur 
pemerintahan rumah tangga kampungnya dengan raja-raja adatnya 
masing-masing. Kebanyakan letak perkampungannya jauh dari pusat 
desa dan bahkan masih ada yang penduduknya tidak menetap masih 
berpindah-pindah tempat sesuai dengan kehidupan pertanian lading 
atau pengembalaan ternak. 

 



Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya 
setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya 
adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang 
diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi 
memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam 
karakteristik hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, 
sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan 
keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat. Perubahan 
desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada 
pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.  

 
Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. 
Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi 
kabupatan/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa 
merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan 
pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban 
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi 
desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa. Kini kendala 
umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan 
dalam keuangan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara 
penerimaan dengan pengeluaran.  
 

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing 
community dengan local self government, diharapkan kesatuan 
masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari 
wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. 
Desa dan desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, 
pembangunan desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari 
pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa 
Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Kedudukan pemerintahan desa dapat dilihat 
pada struktur dasar kewenangan pemerintah sebagaimana disajikan 
pada bagan berikut ini:  

 
 
 
 



Bagan: Struktur dasar kewenangan pemerintah  
 

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No 6 Tahun 
2014 tentang Desa bahwa tujuan pengaturan desa adalah:  
1. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang 

sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah 
terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

2. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa 
dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi 
mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;  

3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat Desa;  

4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa 
untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan 
bersama;  

5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan 
efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;  

6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa 
guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;  

7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna 
mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara 
kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;  

8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi 
kesenjangan pembangunan nasional; dan  

9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.  
 

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama 
lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 
ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-
undang.” Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka 
kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem 
pemerintahan Indonesia.  
 

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat 
hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) 
yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-
kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya 



sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang”.  
 

Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat 
konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan 
ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan 
pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Dalam 
perspektif politik pemerintahan, memasukkan Pemerintahan Desa ke 
dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah memiliki makna 
penting. Sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa 
sudah semestinya mendapatkan status/kedudukan hukum, beserta 
berbagai unsur pemerintahan daerah seperti Provinsi, 
Kabupaten/Kota. Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki 
seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam 
menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi 
dan pemerintahan desa tidak lagi sekedar cermin sejarah 
pemerintahan masa lalu. Pemerintahan desa harus menjadi bagian 
integral pemerintahan Negara Republik Indonesia yang mejalankan 
fungsi-fungsi pemerintahan.4  

 
Salah satu unsur terpenting dalam pembaharuan pemerintahan 

tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan 
pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan 
masyarakat desa. Dalam kontek ini kalaupun ada pembaharuan 
bukan berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang 
menjadi ciri khas pemerintahan desa atau meniadakan fungsi-fungsi 
tradisional yang hidup dan terpelihara begitu lamanya. Pembaharuan 
yang dimaksud adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan 
sumber daya, orientasi pemerintahan dan lain-lain.  
 

B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa  
 

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,  



dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyebutan 
“desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah 
setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya, huta/nagori di Sumatera 
Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera 
bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa 
adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan 
negeri di Maluku.  
 

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.  
 

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan 
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:  
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;  
2. Kewenangan lokal berskala Desa;  
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan  
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  

 
Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih 

hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai 
dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem 
organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, 
tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat 
Desa.  
 

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah 
dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa 
atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa 
masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat 
pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan 
terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung 



desa, dan jalan desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan 
kewenangan desa diatur menteri, yang akan ditindak lanjuti oleh 
bupati/walikota yang akan menetapkan daftar kewenangan 
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.  
Selanjutnya untuk memahami lebih jauh tentang pemerintahan Desa, 
akan diulas secara singkat tentang Susunan Organisasi Perangkat 
Pemerintah Desa.  
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Organisasi adalah 
perkumpulan, kelompok kerjasama antara orang-orang yang 
diadakan untuk mencapai tujuan bersama; susunan dan aturan dari 
berbagai organ sehingga merupakan kesatuan yang teratur.6 
Menurut James D Mooney, organisasi adalah segala bentuk setiap 
perserikatan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama. 

 

 
                                 Susunan pemerintahan desa 
  
 
 



1. Kepala Desa  
 

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa. 
Seorang kepala Desa haruslah seorang warga Negara Republik 
Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan 
ditentukan dalam peraturan daerah tentang tata cara pemilihan 
Kepala Desa. Dalam pemilihan Kepala Desa, calon yang memiliki 
suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih. Untuk 
desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan 
diakui keberadaannya, pemilihan Kepala Desa hanya dilakukan 
berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan 
dalam peraturan daerah dengan pedoman pada peraturan 
pemerintah. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun dan 
dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya. Masa jabatan Kepala Desa, bagi desa yang merupakan 
masyarakat hukum adat, yang keberadaannya masih hidup dan 
diakui, dapat dikecualikan dan hal ini diatur dengan peraturan 
daerah.9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa 
Pasal 26 Ayat (1) disebutkan kepala desa bertugas 
menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan 
pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa wajib memberikan 
keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat, 
menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya, 
namun harus tetap memberi peluang kepada masyarakat melalui 
Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau 
meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal- hal yang bertalian 
dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. 

  
2.  Badan Permusyawaratan Desa  
 

Sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di 
desa yang bersangkutan yang berfungsi sebagai lembaga 
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti 
dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran 
pendapatan belanja desa dan keputusan kepala desa. Di desa 
dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai 
mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.  
 



Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi untuk 
menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung, 
dan menyalurkan aspirasi (pendapat) masyarakat. Anggota BPD 
adalah wakil penduduk desa bersangkutan. Mereka ditetapkan 
menjadi anggota BPD dengan cara musyawarah dan mufakat. 
Masa jabatannya adalah enam tahun yang dapat dipilih lagi untuk 
satu kali masa jabatan berikutnya, sama seperti kepala desa. 
Perangkat desa merupakan badan yang ada di desa dengan tujuan 
membantu urusan dalam pemerintahan desa. Urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, antara lain sebagai 
berikut. 
1. Urusan tingkat pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak 

asal-usul desa. Misalnya, mengangkat ketua RW dan RT. 
2. Urusan tingkat pemerintahan yang menjadi kewenangan 

kabupaten/kota, tetapi urusan tersebut diserahkan 
pengaturannya ke desa. Misalnya, membuat Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). 

3. Tugas pembantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, 
dan atau pemerintah kabupaten/kota. Misalnya, membantu 
mengumpulkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari 
masyarakat desa. 

4. Urusan pemerintahan lainnya, yang oleh peraturan perundang-
undangan diserahkan ke desa. Misalnya, pembentukan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) dan LKMD. Dengan demikian, 
pemerintahan desa berperan bagi kehidupan masyarakat. 
 

 
3. Sekretariat Desa  
 

Sekretariat Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu 
Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa yang mempunyai 
tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi 
kepada Kepala Desa.  
 

4. Kepala Dusun  
 

Kepala dusun merupakan orang yang mengetahui sebuah dusun, 
satu wilayah di bawah desa. Satu desa biasanya terdiri dan 
beberapa RT dan RW.  
 
 



5. Lembaga Kemasyarakatan Desa  
 

Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa, seperti rukun 
tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang 
taruna, danlembaga pemberdayaan masyarakat atau yang disebut 
dengan nama lain. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas 
membantu pemerintahan desa dan merupakan mitra dalam 
memberdayakan masyarakat desa. Lembaga Kemasyarakatan 
Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam 
pembangunan. Pemerintah, kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di 
tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih 
berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.  
 

 
 

6. Lembaga Adat Desa  
 

Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai 
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia merupakan pusat kehidupan masyarakat yang 
bersifat mandiri. Dalam kesatuan masyarakat hukum adat tersebut 
dikenal adanya lembaga adat yang telah tumbuh dan berkembang 
di dalam kehidupan masyarakatnya. Dalam eksistensinya 
masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat dan hak atas 
harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut serta berhak 



dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan 
berbagai permasalahan kehidupan masyarakat desa berkaitan 
dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat 
desa merupakan mitra pemerintah desa dan lembaga desa lainnya 
dalam memberdayakan masyarakat desa. 
 

 
                                   Lembaga adat desa 
 
Secara garis besar dapat dipahami bahwa, Desa dipimpin oleh 
seorang kepala desa. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 
(enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam 
melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat 
desa. Perangkat Desa terdiri atas:  
a. Sekretariat Desa;  
b. Pelaksana kewilayahan; dan  
c. Pelaksana teknis.  
d. Sekretariat Desa  

 
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur 
staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam 
bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam 
melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala 
Urusan mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris Desa dalam 
bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 



PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Sekretaris Desa 
dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara 
umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai Bendahara 
Desa sedangkan Kepala Urusan Umum merangkap sebagai 
pengurus Kekayaan Milik Desa.  
 
Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa 
sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan 
ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang 
dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.  
 
Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai 
pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 
43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. 
Pemerintah desa menggunakan dana APB Desa untuk membiayai 
pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.  

 
C. Tinjauan Tentang Keuangan Desa  

 
Keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan 
Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut Undang-
Undang Keuangan Negara). Keuangan negara dari sisi objek meliputi 
semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, 
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan 
pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu 
baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik 
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.  
 

Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara 
meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek seperti 
pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, 
dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.  
Sementara dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh 
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek dimulai 
dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai 
dengan pertanggungjawaban.  

 
Dari tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, 

kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan 



/atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan 
pemerintahan negara. 

 
Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan 
kewajiban desa dan pembangunan infrastruktur desa. 
 
 

D. Harta Kekayaan Desa 
 
Di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
PEMERINTAHAN DESA tidak diatur mengenai harta kekayaan Desa. 
Pada bagian 8 tentang Sumber Pendapatan, kekayaan dan Anggaran 
Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (pasal 21) dikatakan 
bahwa: 
1.  Pendapatan asli daerah sendiri : 

      a.  Hasil tanah-tanah Kas Desa 
      b.  Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa 
      c.  Hasil dari gotong royong masyarakat 
      d.  Lain-lain dari hasil usaha desa yang sah. 
 2.  Pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah Daerah 
      a.  Sumbangan dan bantuan pemerintah 
      b. Sumbangan dan bantuan pemerintah daerah 
      c.  Sebagian dari pajak dan retribusi daerah yang diberikan 

kepada desa. 
     3.   Lain-lain pendapatan yang sah 

Menurut hukum adat suatu desa sebagai badan hukum adat 
mempunyai harta kekayaan desa yang memiliki atau dikuasai oleh 
desa, baik berupa tanah, baungunan, hutang piutang, dan lainnya. 
Di masa yang sekaran hal yang menyangkut pemilikan tanah atau 
penguasaan tanah harus mengingat UUPA (Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960). 
 
Pasal 1 ayat (2) UUPA dinyatakan: 
“seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesian 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan 
ruang angkasa babgsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
Nasional. 
 
 



Pasal 2 ayat (1) menyatakan: 
“atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-
hal sebagai yang dimaksuk dalam pasal 1 bumi, air dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamya itu 
pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi 
kekuasaan seluruh rakyat”. 

 
Marilah kita tinjau kembali tentang harta kekayaan desa menurut 
hukum adat yang dibeberapa daerah masih dianggap berlaku 
menurut hukum adat setempat. Harta kekayaan tersebut merupakan 
bidang-bidang tanah, bangunan dan mungkin juga kalau ada berupa 
hutang piutang dan lain-lain. 

 

 
 
 1. TANAH HAK ULAYAT  

Semua bidang tanah yang dikatakan tanah hak ulayat desa adalah 
berupa tanah hutan termasuk hutan larangan yang diserahkan 
pengawasannya kepada desa yang bersangkutan seperti tanah 
hutan, semak belukar, rawa-rawa, tanah-tanah bekas peladangan 
yang telah ditinggalkan penggarapnya yang berada diwilayah batas 
desa yang bersangkutan yang dikuasai oleh desa (KURIA, 
MARGA, NAGARI, NEGORIJ, dan lainnya). Yang bukan milik 
kerabat, milik perseorangan, perusahaan dan sebagainya. 
Di beberapa TANAH HAK ULAYAT itu disebut 
WEWENGGOKONN-Jawa (TORLUK-Angkola), (ULAYAT-



Minangkabau), (TANAH MARGA-Lampung), (PENYAMPETO atau 
PAWATASAN-Kalimantan), (LIMPO-Sulawesi Selatan), 
(TATABUAN-Bolaang nongodow), (PATUANAN –Ambon), (PAER-
Lombok), (PRABUMIAN atau PAYAR-Bali). Bidang-bidang tanah 
tersebut apabila tidak dimanfaatkan untuk sumber kehidupan 
penduduk desa yang bersangkutan dan atau tidak dimanfaatkan 
untuk kepentingan pembangunan daerah (nasional) maka 
berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUPA dikuasai oleh 
Negara sepenuhnya. 
 

     2. TANAH DESA 
Sebidang tanah desa yang berada didalam atau sekitar desa atau 
kampung yang bukan milik kerabat, milik perorangan, milik 
yayasan atau lembaga atau perusahaan adalah TANAH DESA 
 atau TANAH MILIK DESA. Tanah dimaksud seperti Tanah 
pekuburan, tanah tempat ibadah (masjid, surau, gereja, pura), 
tanah-tanah tempat lembaga pendidikan (sekolah, madrasah, 
pesantren, pondok), tanah balai desa, tanah lapangan desa, 
(tempat olah raga, tempat mengembalakan ternak), tanah pasar 
desa, dan lain-lainnya. 
Bidang-bidang tanah yang disediakan desa untuk kebutuhan hidup 
dari keluarga kepala desa dan perabot desa-nya selama 
memangku jabatan seperti TANAH BENGKOK atau TANAH 
PAKULEN di pedesaan Jawa adalah TANAH DESA. Tetapi 
bidang-bidang tanah (kebun buah-buahan, tempat penangkapan 
ikan, dan lain-lain) yang disediakan adau berasal dari cikal bakal 
keturunan para keluarga penghulu adat yang dipusakai turun 
temurun sebagai milik bersama bukan tanah desa melainkan 
TANAH KERABAT atau TANAH SUKU. Tanah-tanah serupa ini 
kebanyakan terdapat di perkampungan luar Jawa. 
 

     3.  BANGUNAN DESA 
Semua bangunan seperti Balai Desa, Kantor Desa, Tempat-tempat 
ibadah (masjid, gereja, pura, dan sebagainya), Tempat pemandian 
(ditepi sungai), Bangunan Pasar, Bangunan Pelabuhan Transport 
di Desa, Pintu Gerbang Desa, Pakaian Perlengkapan Adat 
Kesenian (tabuhan, gamelan, dan lain-lain) yang bukan milik 
perorangan, yayasan, perkumpulan atau perusahaan dan bukan 
dapat meminjam atau menyewa dari pihak lain adalah milik desa. 
Akan tetapi bangunan berupa Balai Adat, Rumah Kerabat, Alat 
pakaian kesenian Adat pedesaan yang bersifat kekerabatan 
(genealogis) bukan milik desa melainkan milik kerabat keturunan 



yang bersangkutan (persekutuan hukum adat) kecuali telah 
diserahkan kepada desa. 
 
Selanjutnya termasuk kekayaan adat selain mebeulair, alat-alat 
kantor (brandcash, mesin ti, dan lain-lain), hutang piutang desa 
(sewa pasar, inventaris yang belum dilunasi), mesin traktor,  alat 
pertanian termasuk bibit, pupuk, dan lumbung desa yang tidak ada 
sangkut pautnya dengan milik perorangan, yayasan, perkumpulan, 
perusahaan, koperasi dan lain-lainnya, kesemuanya adalah harta 
kekayaan desa 

 
 
KESIMPULAN 
Hukum adat ketatanegaraan merupakan suatu hukum yang ada di 
masyarakat Indonesia telah berkembang dengan masanya dalam arti 
hukum adat ini membahas bagaimana literature kehidupan 
masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya hukum adat 
ketatanegaraan yang di dalamnya membahas secara jelas tentang 
hukum adat ketatanegaraan di Indonesia di gunakan mulai dari 
kalangan pemerintahan sampai ke anggotanya atau pegawainya dan 
masyarakat yang menjadi rakyatnya bagaimana hukum adat 
ketatanegaraan ini mengatur baik dari fungsinya atau dari 
kegiatannya adapun dalam macam-macam bentuknya dapat kita lihat 
dari pembagian antara bagaimana sutu hukum adat ini bias berjalan 
dengan semestinya dengan tidak mengkesampingkan hukum 
adatnya. 
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